SALINAN o

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 178 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH, PARKIR DI OBYEK WISATA DAN SARANA
PARIWISATA DI OBYEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA '

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa kepariwisataan bertujuan diantaranya untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan
kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan dan
mengatasi pengangguran dengan berdasarkan prinsip
penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun ZODQ
tentang Kepariwisataan, diantaranya yaitu menjunjung
tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan
lokal, memberikan manfaat untuk kesqah eraan rakyat,
keadilan, kesetaraan dan  proporsionalitas
memberdayakan masyarakat setempat
pengaturan atas kerja sama dalam p
kepariwisataan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan' Pasal
Undang Nomor 28 Tahun 2009

Retribusi Daerah e
ditinjau kembah
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bahwa berdasarkan Telaahan Staf dari Plt. Kepala Dinas
Pariwisata Nomor 556/494/Dispar/2019 tanggal 11
September 2019 Perihal Mohon Revisi Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Objek Wisata dan
Sarana Pariwisata di Objek wisata yang telah mendapat
persetujuan Bupati; |
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud {
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan :
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Obyek
Wisata dan Sarana Pariwisata di Obyek Wisata;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negar: __{
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, ‘1‘

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182%

Undang-Undang Nomor 33 Ta.hu;;
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pemerintahan Daerah (Lembara_n
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Negara Republik Indonesia Nomor 44

Undang-Undang Nomor 10
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor
5679),

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun
2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daei
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2913‘
Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2913 ]
Tambahan Lembaran Daerah Kabu:_-____; 1
Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tal
2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Nomor 7);

6 Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
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BAB II
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH, PARKIR DI OBYEK WISATA DAN SARANA PARIWISATA
DI OBYEK WISATA

Pasal 2

(3) Struktur besarnya tarif Retribusi Pemakaian Sarana Pariwisata di Obyek
Wisata ditetapkan sebagai berikut :

1. Masuk Obyek Wisata : Rp.4.500,- /orang
2. Kereta Wisata : Rp.4.500,- /orang
3. Sepeda Air/Balon Air : Rp.5.500,- /orang
4. Fasilitas Warung di Obyek Wisata  : Rp.2.500,- /hari/buka operasional

(Khusus fasilitas warung di obyek wisata Pantai Takisung)

5. Fasilitas Warung Wisata di Taman Mina Tirta
a. Warung Wisata : Rp.100.000,- /bulan
b. Cafe : Rp.150.000,- /bulan
6. Pemakaian Tempat di Obyek Wisata : Rp.500.000,- /hari

7. Sewa Area Usaha Penyewaan Payung : Rp. 10.000,- /minggu/pelaku usaha
di Obyek Wisata Pantai Takisung :
8. Sewa Area Usaha Permainan ATV . Rp. 10.000,- /minggu/pelaku usaha
di Obyek Wisata Pantai Takisung

Pasal I1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 N

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
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